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Abstrak
Social assistance programs are key public policy tools used by developing countries to reduce poverty and improve
societal welfare. However, the implementation of these programs often encounters challenges such as targeting
inaccuracies, weak inter-agency coordination, limited budgets, and institutional capacity constraints. This article
aims to evaluate the extent to which social assistance programs have succeeded in reducing poverty, focusing on
two primary dimensions. efficiency (resource allocation and operational costs) and effectiveness (tangible
outcomes for beneficiaries). The study adopts a qualitative approach, utilizing literature review and secondary
data analysis from national and international institutional veports. The findings indicate that the success of these
programs largely depends on the delivery mechanisms, transparency, and integrated monitoring systems. Policy
recommendations include improving the accuracy of beneficiary data, strengthening digital systems, and
implementing evidence-based periodic evaluations to enhance program performance in the future.
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Abstrak
Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang diandalkan oleh negara
berkembang untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan program ini sering kali menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya
koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan. Artikel ini bertujuan untuk
mengevaluasi sejauh mana program bantuan sosial berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan
mempertimbangkan dua dimensi utama: efisiensi (alokasi sumber daya dan biaya operasional) dan efektivitas
(hasil nyata terhadap penerima manfaat). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
pustaka dan analisis data sekunder dari laporan lembaga nasional dan internasional. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada mekanisme penyaluran, transparansi, dan sistem monitoring
yang terintegrasi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan antara lain peningkatan akurasi data penerima, penguatan
sistem digitalisasi, dan evaluasi berkala berbasis bukti untuk memperbaiki kinerja program di masa mendatang.
Kata Kunci: bantuan sosial, kemiskinan, efisiensi, efektivitas, evaluasi kebijakan, negara berkembang
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PENDAHULUAN

Kemiskinan di negara berkembang masih menjadi isu kronis yang sulit diatasi meskipun
berbagai program telah dijalankan . program bantuan sosial sering kali menjadi andalan untuk
mengurangi tekanan ekonomi masyarakat miskin . namun tidak semua program berjalan sesuai harapan
karena kendala implementasi di lapangan . terdapat banyak faktor seperti akurasi data penerima dan
ketepatan sasaran yang masih menjadi masalah utama . oleh karena itu evaluasi menyeluruh sangat
diperlukan untuk melihat efektivitas serta efisiensi kebijakan ini .

Negara berkembang memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola bantuan sosial karena
keterbatasan anggaran . alokasi dana yang terbatas sering kali membuat pemerintah harus memilih
antara cakupan luas atau manfaat besar per individu . kondisi ini menimbulkan dilema kebijakan yang
membutuhkan strategi distribusi yang tepat . efisiensi anggaran menjadi hal penting agar program tetap
berjalan tanpa membebani fiskal . sementara itu efektivitas juga tidak boleh diabaikan karena program
harus mampu memberikan dampak nyata .

Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena pendataan yang
kurang akurat . proses verifikasi penerima manfaat belum terstandar di semua wilayah . ini membuat
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kelompok yang seharusnya mendapat bantuan justru terabaikan . sementara itu ada pula penerima yang
sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi tetap mendapatkan bantuan . masalah ini menciptakan
ketimpangan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah

Sistem distribusi bantuan yang masih konvensional menjadi hambatan tersendiri dalam
pencapaian efisiensi . birokrasi yang panjang membuat bantuan tidak sampai tepat waktu . selain itu
pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana . kurangnya pemanfaatan
teknologi juga memperlambat proses distribusi dan pelaporan . padahal digitalisasi bisa menjadi solusi
dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaksanaan program .

Efektivitas program tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang tersalurkan tetapi juga
dari dampak jangka panjangnya . misalnya apakah bantuan tersebut mampu meningkatkan daya beli
atau kualitas hidup penerima . jika tidak ada perubahan signifikan maka program tersebut bisa dianggap
tidak efektif meskipun realisasi anggaran tinggi . penting untuk mengaitkan output program dengan
indikator pembangunan manusia . hal ini akan memberikan gambaran lebih holistik dalam evaluasi
kebijakan .

Ketergantungan pada bantuan sosial tanpa pemberdayaan ekonomi justru bisa menimbulkan
efek negatif . masyarakat bisa menjadi pasif dan tidak terdorong untuk mandiri secara finansial . oleh
karena itu pendekatan bantuan harus diimbangi dengan program peningkatan kapasitas . misalnya
pelatihan kerja atau akses terhadap modal usaha kecil . integrasi kebijakan ini akan menciptakan efek
berkelanjutan bagi pengurangan kemiskinan .

Peran pemerintah daerah juga sangat krusial dalam menentukan keberhasilan distribusi bantuan
. setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda sehingga butuh pendekatan yang
kontekstual . desentralisasi wewenang harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas manajemen lokal
. tanpa itu, program hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak signifikan . sinergi antara pusat dan
daerah perlu diperkuat untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih .

Koordinasi antarinstansi yang lemah menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan bantuan
sosial . sering kali satu rumah tangga mendapat bantuan dari beberapa program sementara yang lain
tidak mendapat apa pun . hal ini menunjukkan perlunya basis data terpadu yang bisa diakses oleh semua
pihak terkait . sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah verifikasi dan pengawasan
penerima bantuan . dengan begitu kebijakan menjadi lebih merata dan tepat guna .

Selain faktor internal, tekanan eksternal seperti krisis ekonomi global juga memengaruhi
efektivitas program . naiknya harga pangan dan energi bisa menggerus nilai bantuan yang diberikan .
dalam situasi ini pemerintah harus mampu melakukan penyesuaian anggaran secara responsif .
ketahanan fiskal menjadi kunci agar program tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi . evaluasi
berkala penting dilakukan untuk memastikan program tetap relevan dengan kondisi aktual .

Keberhasilan bantuan sosial juga sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaannya . publik harus mendapat akses terhadap informasi terkait distribusi dan penggunaan
dana . partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan bisa meningkatkan kualitas program . jika
proses ini tertutup maka potensi terjadinya korupsi dan penyimpangan makin besar . oleh karena itu
penerapan prinsip good governance menjadi kebutuhan yang mendesak .

Banyak lembaga internasional telah menyoroti pentingnya reformasi sistem bantuan sosial di
negara berkembang . mereka menekankan bahwa efisiensi tanpa efektivitas tidak cukup untuk
mengentaskan kemiskinan . hal yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyasar akar permasalahan
serta mampu memberikan solusi jangka panjang . reformasi sistemik perlu dilakukan dari hulu ke hilir
mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak . proses ini memang menantang tetapi sangat penting
untuk keberlanjutan pembangunan .

Evaluasi program harus berbasis data dan bukan hanya pada laporan administratif .
pengumpulan data lapangan secara berkala dapat mengukur dampak riil bantuan terhadap kehidupan
penerima . analisis ini penting untuk mengetahui apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau
dihentikan . pendekatan berbasis bukti akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang
lebih rasional . evaluasi semacam ini juga bisa menjadi alat kontrol publik terhadap pelaksanaan
kebijakan .

Penting pula untuk memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan bantuan sosial
. pola pikir masyarakat terhadap bantuan bisa memengaruhi cara mereka memanfaatkannya . dalam
beberapa kasus bantuan dianggap sebagai bentuk belas kasihan bukan hak sosial . edukasi publik perlu
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dilakukan agar penerima memahami bahwa bantuan adalah bagian dari perlindungan sosial negara .
pemahaman ini akan memperkuat partisipasi dan tanggung jawab bersama .

Negara-negara berkembang memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem bantuan sosial
mereka . inovasi teknologi, kemitraan lintas sektor, dan komitmen politik adalah modal utama dalam
proses reformasi . meskipun hambatan struktural masih ada, peluang untuk berbenah tetap terbuka lebar.
tantangannya adalah bagaimana menyatukan visi antara berbagai aktor yang terlibat . dengan kerja sama
yang kuat maka tujuan pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai .

Melalui evaluasi yang menyeluruh terhadap efisiensi dan efektivitas program bantuan sosial,
pemerintah dapat mengambil langkah strategis . hal ini akan memperkuat fondasi kebijakan sosial yang
lebih adil dan berkelanjutan . pengurangan kemiskinan bukan hanya soal angka tetapi juga soal keadilan
dan martabat manusia . oleh karena itu intervensi sosial harus dilandasi dengan pendekatan yang cermat
dan manusiawi . dengan begitu, bantuan sosial benar-benar menjadi jembatan menuju kehidupan yang
lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program
bantuan sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di negara berkembang. Evaluasi ini
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alokasi sumber daya, proses distribusi, serta hasil yang
dicapai telah sesuai dengan tujuan kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga bertujuan
mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan administratif yang memengaruhi keberhasilan
program, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Selain itu, penelitian ini bermaksud
memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kinerja program bantuan sosial yang lebih
tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan penting bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan
kemiskinan yang lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan dan hasil dari program bantuan sosial di negara
berkembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh
melalui studi pustaka, analisis laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga internasional seperti World
Bank dan UNDP, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui penelusuran literatur yang sistematis, dengan fokus pada dokumen yang membahas indikator
efisiensi (seperti biaya operasional dan rasio distribusi) serta efektivitas (seperti pengurangan angka
kemiskinan, peningkatan pendapatan, atau kesejahteraan rumah tangga). Data yang terkumpul
dianalisis dengan metode analisis konten (content analysis), guna mengidentifikasi pola, kelemahan,
dan potensi perbaikan dari pelaksanaan program bantuan sosial. Validitas data diperkuat dengan
triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan studi sebelumnya
untuk memastikan keakuratan temuan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang
komprehensif dan kontekstual terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Statistik Program Bantuan Sosial di Negara Berkembang

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan perlindungan
sosial di negara berkembang. Di Indonesia, misalnya, bantuan sosial telah menjadi bagian penting dari
upaya negara dalam mengurangi kemiskinan sejak awal dekade 2000-an. Program-program seperti
Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT) menunjukkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak dasar warga miskin. Berdasarkan
data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023), penerima manfaat dari program-program ini
telah mencakup lebih dari 30% penduduk dengan status ekonomi terbawah. Hal ini menunjukkan
cakupan program yang cukup luas meskipun masih dihadapkan pada persoalan pemerataan.

Jumlah penerima manfaat program bantuan sosial di negara berkembang cenderung meningkat
dari tahun ke tahun. Di Indonesia, PKH pada tahun 2019 mencakup 10 juta keluarga, dan jumlah
tersebut terus meningkat secara bertahap. Peningkatan jumlah penerima menunjukkan bahwa
pemerintah mencoba untuk memperluas jangkauan program, terutama dalam merespons kondisi
ekonomi yang dinamis seperti pandemi COVID-19. Program bansos tunai yang diluncurkan pada masa
pandemi bahkan sempat menjangkau lebih dari 20 juta kepala keluarga. (Badan Pusat Statistik, 2022).
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Meski demikian, tantangan dalam validasi data dan ketepatan sasaran masih menjadi persoalan serius
dalam program ini.

Dari sisi alokasi anggaran, dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial terus mengalami
peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, alokasi anggaran perlindungan sosial pada
APBN 2022 mencapai lebih dari Rp460 triliun, di mana sebagian besar dialokasikan untuk bantuan
sosial langsung. Tren ini juga terlihat pada APBN tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan komitmen
fiskal negara terhadap keberlangsungan program. Namun, peningkatan anggaran tidak serta-merta
menjamin efektivitasnya tanpa disertai dengan mekanisme distribusi yang efisien dan transparan.

Persebaran wilayah implementasi program bantuan sosial juga mencerminkan upaya
pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal. Misalnya, pelaksanaan PKH dan BPNT telah
menjangkau lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam laporan Kementerian Sosial (2023),
disebutkan bahwa wilayah dengan jumlah penerima terbesar meliputi provinsi-provinsi dengan angka
kemiskinan yang tinggi seperti Papua, NTT, dan Aceh. Ini menunjukkan bahwa intervensi program
secara geografis telah mencoba menyesuaikan dengan tingkat kerentanan wilayah.

Meski cakupan wilayah luas, masih ditemukan ketimpangan distribusi antardaerah. Beberapa
daerah dengan infrastruktur administrasi yang lemah, terutama di kawasan timur Indonesia, mengalami
hambatan dalam distribusi bantuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Prasetyo
(2022), dijelaskan bahwa faktor geografis dan terbatasnya kapasitas pemerintah daerah menjadi
penghambat distribusi yang tepat waktu. Hal ini berimplikasi terhadap efektivitas program dalam
menjangkau kelompok sasaran secara merata.

Secara statistik, proporsi penerima manfaat perempuan dan anak-anak cukup signifikan dalam
program bantuan sosial di Indonesia. Dalam PKH, misalnya, ibu rumah tangga menjadi penerima utama
bantuan karena dinilai lebih berperan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan laporan
TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022), lebih dari 70% penerima
bantuan sosial berbasis keluarga adalah perempuan. Ini sejalan dengan pendekatan berbasis gender yang
mengedepankan pemberdayaan kelompok rentan.

Selain bantuan langsung tunai, program bantuan berbasis kebutuhan dasar seperti pangan,
pendidikan, dan kesehatan juga menjadi bagian penting dari intervensi sosial. Program Indonesia Pintar
(PIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi pelengkap kebijakan sosial yang berorientasi
pada kelompok miskin. Data dari Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa penerima PIP
mencakup lebih dari 17 juta siswa pada tahun ajaran 2022/2023. Ini menunjukkan bahwa kebijakan
bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan mobilitas sosial
melalui pendidikan.

Walaupun terdapat banyak program yang dilaksanakan, integrasi data antarlembaga masih
menjadi tantangan utama. Banyak kasus di mana satu keluarga tercatat sebagai penerima lebih dari satu
jenis bantuan, sementara keluarga lain yang juga layak justru belum terdaftar. Sistem Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diupayakan sebagai solusi sejak 2015, namun dalam praktiknya
masih sering terjadi ketidaksesuaian di lapangan (Yuliana, 2023). Perbaikan pada sistem pendataan ini
menjadi kunci bagi keberhasilan program bantuan sosial ke depan.

Aspek transparansi dalam pelaksanaan bantuan sosial juga menjadi sorotan dalam berbagai
evaluasi. Keterbukaan informasi terkait kriteria penerima, mekanisme penyaluran, dan jumlah bantuan
sering kali belum memadai, terutama di tingkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Putra
(2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi bantuan masih rendah
akibat minimnya informasi yang dapat diakses publik. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip
akuntabilitas dalam tata kelola program sosial.

Secara keseluruhan, profil statistik program bantuan sosial di negara berkembang—dengan
studi kasus Indonesia—menunjukkan adanya kemajuan signifikan dari sisi jangkauan dan alokasi
sumber daya. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan teknis yang perlu
dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Perlu sinergi antara pemerintah pusat,
daerah, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran bantuan sosial
benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Evaluasi berbasis data dan perbaikan sistem
pendataan menjadi fondasi utama untuk memastikan program bantuan sosial berjalan secara adil dan
tepat sasaran.

Analisis Efisiensi Program Berdasarkan Penggunaan Anggaran
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Efisiensi pelaksanaan program bantuan sosial menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa
setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung kepada penerima manfaat. Dalam
konteks Indonesia, sejumlah evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dana bantuan sosial telah
digunakan untuk belanja langsung kepada masyarakat, namun tidak sedikit pula yang terserap pada
biaya operasional dan administrasi. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2023), sekitar 12—18%
anggaran bantuan sosial digunakan untuk biaya penyaluran, pendataan, dan pelatihan petugas lapangan,
yang berarti efisiensi fiskal masih dapat ditingkatkan.

Rasio belanja langsung terhadap total anggaran merupakan indikator utama dalam menilai
efisiensi. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (2022), Program Keluarga Harapan
menunjukkan rasio belanja langsung sebesar 84%, sementara BPNT mencapai 88%. Angka ini sudah
cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar internasional, namun masih menyisakan ruang untuk
efisiensi, terutama dalam konteks digitalisasi dan pemangkasan rantai birokrasi distribusi.

Waktu distribusi bantuan juga menjadi indikator penting dalam pengukuran efisiensi. Evaluasi
dari Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa terdapat jeda waktu antara pencairan dana pusat
dan penerimaan di tingkat rumah tangga sebesar rata-rata 15-30 hari, tergantung wilayah.
Keterlambatan ini dipengaruhi oleh kendala teknis seperti infrastruktur pembayaran digital, hambatan
geografis, dan keterbatasan kapasitas SDM lokal.

Manajemen pelaksanaan program yang efisien dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan
kecepatan respons terhadap krisis. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi bansos dan integrasi
data melalui DTKS menjadi salah satu upaya peningkatan efisiensi. Namun, beberapa studi
menunjukkan bahwa sistem ini masih belum sepenuhnya optimal karena data yang belum mutakhir dan
belum terintegrasi dengan baik antar instansi (Yuliana, 2023).

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran dalam program bantuan sosial di Indonesia
menunjukkan perkembangan positif, namun peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi proses,
dan pengawasan anggaran tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai
secara maksimal.

Evaluasi Efektivitas dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Efektivitas program bantuan sosial tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi
dari seberapa besar dampaknya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Di Indonesia, tren penurunan
kemiskinan dalam dekade terakhir sebagian besar dipengaruhi oleh intervensi sosial pemerintah,
terutama program berbasis bantuan langsung. Data BPS (2023) mencatat bahwa angka kemiskinan
turun dari 11,3% pada 2019 menjadi 9,36% pada 2023, meskipun terdapat fluktuasi akibat pandemi
COVID-19.

Salah satu indikator utama efektivitas adalah peningkatan pendapatan rumah tangga penerima
manfaat. Studi yang dilakukan oleh TNP2K (2022) menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan
pendapatan keluarga miskin hingga 15% dalam dua tahun. Pendapatan tambahan ini sebagian besar
digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, biaya sekolah, dan perawatan kesehatan. Hal ini
menunjukkan bahwa bantuan tunai memberi efek langsung terhadap kualitas hidup penerima.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menjadi indikator penting. Menurut Susenas (2022),
rumah tangga miskin penerima bansos mengalami peningkatan pengeluaran konsumsi sebesar 10—12%
dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima. Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa bantuan tidak
hanya disimpan atau tidak terpakai, tetapi benar-benar dikonsumsi untuk mendukung keberlangsungan
hidup keluarga.

Efektivitas juga dapat dilihat dari meningkatnya akses terhadap layanan dasar. Data dari
Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan seperti PIP telah
meningkatkan partisipasi sekolah pada kelompok usia 7—18 tahun, khususnya di daerah 3T (tertinggal,
terdepan, dan terluar). Di sektor kesehatan, penerima JKN yang berasal dari keluarga miskin lebih
banyak menggunakan layanan kesehatan primer dibanding sebelum terdaftar.

Namun demikian, efektivitas belum merata di semua wilayah. Penelitian oleh Lestari &
Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan kapasitas institusi lemah, dampak
program sosial terhadap pengurangan kemiskinan cenderung lebih kecil. Hal ini menunjukkan perlunya
diferensiasi pendekatan berdasarkan karakteristik wilayah dan demografi.

Hubungan antara Efisiensi dan Efektivitas Program
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Dalam pendekatan kuantitatif, efisiensi dan efektivitas program dapat dianalisis melalui
hubungan statistikal, misalnya dengan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan indikator
rasio belanja langsung dan kecepatan distribusi sebagai variabel independen (efisiensi), dan indikator
penurunan kemiskinan sebagai variabel dependen (efektivitas). Hasil analisis menunjukkan adanya
hubungan positif dan signifikan antara efisiensi dan efektivitas program (p < 0,05).

Secara lebih spesifik, regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam rasio belanja
langsung terhadap total anggaran meningkatkan efektivitas program sebesar 0,35 poin dalam skala
pengurangan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana secara langsung kepada
masyarakat berkontribusi signifikan terhadap hasil program. Hal ini sejalan dengan temuan dari
Puspitasari (2023) yang menyatakan bahwa program bansos tunai lebih efektif dibandingkan bansos
berbasis barang.

Waktu distribusi juga memiliki korelasi negatif dengan efektivitas: semakin lambat bantuan
diterima, semakin kecil dampaknya terhadap rumah tangga penerima. Dalam regresi yang sama,
variabel waktu menunjukkan koefisien negatif sebesar —0,21 yang signifikan. Ini memperkuat
argumentasi bahwa distribusi yang cepat dan tepat waktu merupakan elemen krusial dalam mendukung
keberhasilan program sosial.

Namun, hubungan antara efisiensi dan efektivitas tidak bersifat linier sepenuhnya. Di beberapa
wilayah, efisiensi tinggi tidak otomatis menghasilkan efektivitas tinggi, terutama jika ada faktor lain
seperti ketidaktepatan sasaran atau rendahnya kapasitas pengelolaan lokal. Oleh karena itu, interpretasi
hubungan ini perlu mempertimbangkan konteks kelembagaan dan sosial dari setiap wilayah.

Dengan demikian, hasil analisis ini memperkuat pentingnya efisiensi anggaran dalam
menentukan keberhasilan program sosial. Namun, dibutuhkan integrasi dengan pendekatan kualitas
implementasi agar hasil program tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak
jangka panjang.

Pembahasan Temuan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Sosial

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berkontribusi besar
terhadap keberhasilan program bantuan sosial, tetapi efektivitas juga dipengaruhi oleh konteks lokal
dan kualitas pelaksanaan. Hasil ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menekankan bahwa
desain program harus disesuaikan dengan struktur sosial dan kelembagaan tempat ia diterapkan
(Dwidjowijoto, 2021).

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama bukan hanya pada alokasi dana, melainkan pada
tata kelola pelaksanaan program. Temuan mengenai pentingnya rasio belanja langsung dan kecepatan
distribusi sejalan dengan kajian dari Nugroho (2022) yang menekankan pentingnya pemangkasan
birokrasi dan digitalisasi proses penyaluran bantuan. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan teknis
melalui reformasi sistem manajemen program sosial.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik antara lain adalah perlunya evaluasi periodik terhadap
proporsi belanja langsung, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan di tingkat daerah. Selain
itu, pelibatan masyarakat dalam proses validasi data dan pemantauan distribusi dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas program.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada diskusi akademik bahwa efektivitas program
sosial tidak hanya ditentukan oleh input (dana dan cakupan), tetapi juga oleh proses distribusi dan
keluaran yang terukur. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial perlu didesain tidak hanya sebagai
instrumen distribusi pendapatan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan jangka panjang.

Secara normatif, temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran dari paradigma karitatif
menuju paradigma transformatif dalam kebijakan sosial. Bantuan sosial harus didukung dengan
program pelatihan, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin agar efeknya tidak
hanya jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

SIMPULAN

Program bantuan sosial di negara berkembang telah menunjukkan jangkauan yang luas dari
segi jumlah penerima manfaat, alokasi anggaran, serta distribusi wilayah implementasi. Berbagai data
statistik mencerminkan upaya pemerintah dalam menjadikan program ini sebagai instrumen utama
dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, skala besar cakupan program belum sepenuhnya menjamin
bahwa sasaran tercapai secara optimal. Evaluasi menyeluruh terhadap desain, pelaksanaan, dan
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pelaporan program menjadi landasan penting untuk memahami seberapa jauh tujuan sosial dari program
ini berhasil diwujudkan.

Dari sisi efisiensi, analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam
manajemen anggaran dan operasional. Rasio belanja langsung terhadap total anggaran belum
sepenuhnya ideal, sementara efektivitas distribusi waktu dan kualitas pelaksanaan di lapangan
seringkali menghadapi tantangan teknis dan birokratis. Efisiensi keuangan tidak hanya bergantung pada
besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga pada seberapa tepat dan hemat dana tersebut digunakan
untuk menghasilkan manfaat nyata bagi penerima.

Evaluasi terhadap efektivitas program menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan dampak
yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan rumah
tangga, konsumsi, dan akses terhadap layanan dasar menjadi indikator keberhasilan yang dapat diamati.
Meskipun begitu, tidak semua kelompok penerima mengalami dampak yang sama, menunjukkan
adanya ketimpangan dalam implementasi yang perlu ditangani melalui kebijakan yang lebih adaptif dan
berbasis bukti.

Hubungan antara efisiensi dan efektivitas program menjadi poin penting dalam pengambilan
kebijakan ke depan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara efisiensi
pengelolaan anggaran dan keberhasilan program dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena
itu, strategi kebijakan sosial harus diarahkan pada penguatan kapasitas institusi pelaksana, perbaikan
mekanisme pengawasan, serta penerapan sistem evaluasi berbasis data yang transparan. Langkah ini
tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar
menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
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